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Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan
penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek
infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang
memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PI1) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini
Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan
Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PIPK)
yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Samainfrastruktur juga akan berbeda dalam
tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan
infrastruktur oleh PT PIl dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan
melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun
2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data
selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran mengena mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam
perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan
melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

...... The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia/lndonesia Infrastructure Guarantee Fund (11GF), as the Single-Window operator for
guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project
through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is awritten consent which contain rights and
obligations by and between the Guarantor (in this case |1GF) and Guarantee Holder (in this case the Private
Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee.
The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s
interest in ainfrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The
provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been
regulated under Presidential Regulation Number 78 Y ear 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-
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Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential
Regulation Number 78 Y ear 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number
260/PMK.011.2010 Y ear 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-
Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Y ear 2010). Pursuant to its form, the typology
used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the
mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its
regulation in Presidential Regulation Number 78 Y ear 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private
Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company.



